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Mengingat 

BUPATI BANYUASIN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 1,.1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

;LLf!~ · ~ ,S 

lll5- J.fO- ' 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten 8anyuasin Nomor Tahun 2021 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun Anggaran 2020, maka perlu diatur rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara.n 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun Anggaran 2020; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalal'n huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 . 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provirtsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 19, Tambahan Lembarart Negara Repub\ik 
Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dart 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahart Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn.or 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15 Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 "fahun 2012 ten.tang 
Hibah Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok­
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 
Nomor 52); 

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2019 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9); 

24 Peraturan Bupati Nomor 406 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 48); 

25. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 
136); 

26. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2019 Nomor 57); 

27. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (8erita. 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186); 

28. Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pertdapatan dan Belartja 
Oaerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 
(Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 
205). 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 

a. Pendapatan 

b. 

C. 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan 

yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja Subsidi 
d) Belanja Hibah 
e) Belanja Bantuan 

Sosial 
f) Belanja Bagi Hasil 
g) Belanja Bantuan 

Keuangan 
h) 8elanja Tidak 

Terduga 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan 

Jasa 
c) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Pembiayaan 

1. Penerimaan 

2 . Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan 

Rp. 202.820.182.399, 12 
Rp. l.404.731.263.673,00 
Rp. 616.455.183.344,61 

__________ ...._ + 

Rp. 2.224.006.629.416,73 

Rp. 737.349.198.905,80 
Rp. 6.071.257.122,86 
Rp. 0,00 
Rp. 21.885. 950.000,00 
Rp. 0,00 

Rp. 0,00 
Rp. 417.248.717.375,78 

Rp. 83.437.934.386,50 
+ 

Rp. 1.265.993.057. 790,94 

Rp. 40.808.570.675,00 
Rp. 661.126.282.926,38 

Rp. 582.776.915.571,29 + 

Rp. l.284.711.769.172,67 

Rp. 2 .550.704.826.963,61 _ 

(326.698.197 .546,88) 

Rp. 425.276.591 . 731, 71 

Rp. 89.409.362.308,44 

Rp. 335.867 .229 .423 ,27 
+ 

anggaran tahun berkenaan Rp. 9.169.031.876,39 
(SILPA) 
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Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimarta dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 11· A~vfl-vr 2021 

SEKRETARIS OAERAH 
KABUPATEN BA UASIN, 

H. M. SENEN HAR 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal I i A~v E-tvt 2021 

UASIN,~ 

\ 

BERITA DAERAH KA8UPATEN BANYUASIN 'l'AHUN 2021 NOMOR I I~ 


